SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi
Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi



Menetapkan

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 835);

10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 10),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Kabupaten Situbondo.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan



10.

11.

12.

13.

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN
adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan
bebas dari intervensi politik yang berwenang
mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan
pimpinan tinggi.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seseorang dalam rangkaian susunan
kepegawaian yang digunakan sabagai dasar
penggajian.

Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap
kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian
dan/atau  berkas administrasi lain yang
dipersyaratkan untuk suatu jabatan.

Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam
rangka deskripsi kemampuan dan/atau
keterampilan pegawai yang berkaitan dengan
pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi
jabatan Perangkat Daerah yang diminati.

Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam
rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan
merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja
unggul untuk suatu jabatan.

. Ketentuan Pasal 6 huruf ¢ dan huruf d diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Calon peserta seleksi yang akan melamar untuk

mengisi jabatan kosong Pimpinan Tinggi Pratama

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.
b.

berstatus PNS aktif;
memiliki pangkat/golongan ruang  minimal
Pembina (IV/a);



c. pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV;
d. sedang menduduki jabatan administrator (Ill.a)
minimal 2 (dua) tahun atau jabatan administrator
(IIl.b) minimal 3 (tiga) tahun atau fungsional
tertentu jenjang Ahli Madya minimal 2 (dua) tahun;

e. minimal 2 (dua) kali menduduki jabatan
administrator/ setara eselon Il yang berbeda;

f. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada
saat dilantik;

g. diutamakan yang telah mengikuti dan dinyatakan
lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau nama
lain yang setingkat;

h. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

i. memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi
lain sesuai persyaratan jabatan yang diperlukan;

j- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah, yang terdiri dari :

1. Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani;
2. Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya.

k. tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang dan berat atau tidak dalam proses
pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan
peraturan disiplin PNS;

l. tidak pernah dihukum penjara/kurungan
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang
dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat
setingkat Eselon II dari Perangkat Daerah;

m. hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang dibuka untuk
diseleksi;

n. persyaratan lain yang ditentukan oleh Panitia

Seleksi sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap

pengundangan

penempatannya

Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 November 2019
BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR

NS~ Pembina (IV/a)
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